
GUBERNUR GORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR 47 TAHUN2017
TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIATDAERAHPROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, transparansi,
akuntabilitas serta prinsip persainganfkompetensi yang sehat
dalam proses pengadaan barangfjasa Pemerintah, maka
diperlukan suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan
tugas dan fungsi layanan pengadaan barangf jasa;

b. bahwa terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo, perlu diganti agar tercipta tatanan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubemur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukkan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:
PERATURANGUBERNUR GORONTALOTENTANGKEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIATDAERAHPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. star Ahli adalah staf ahli Gubernur Gorontalo.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan
fungsional keahlian dan Iatau jabatan fungsional ketrampilan
yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sarna lain
dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas
disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya
melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun
fasilitatif.



BAB II
KEDUDUKAN

Pasa12
(1) Sekretarlat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang

Sekretarls Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepa1aDaerah.

Pasa13
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 2
mempunyai tugas membantu Kepa1a Daerah da1am penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasa14
Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 3,
Sekretarlat Daerah Provinsi Goronta1o menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan eva1uasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara

pada instansi Daerah;
e. pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

Pemerintahan Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubemur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya..

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasal5
Susunan organisasi Sekretarlat Daerah terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten:

1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.

c. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Biro Hukum dan Organisasi;
e. Biro Pengenda1ian Pembanguan dan Ekonomi;
f. Biro Pengadaan;
g. Biro Umum;
h. Biro Humas dan Protokoler
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
J. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan

Pembangunan;
k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan
1. Kelompok Jabatan Fungsiona1.



BABW
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretarls Daerah

Pasal6
Sekretarlat Daerah adalah merupakan unsur staf dipimpin oleh
seorang Sekretarls.

Pasal7
Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah.

Pasal8
Sekretarls Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.

Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretarls Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara

pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan

Pasal10
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretarls
Daerah dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan biro
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, hukum dan organisasi serta
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Pemerintahan.

Pasal11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Pemerintahan;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan;



petunjuk teknis
pembantuan dan

f.

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,
dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan program dan
pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum, pengawasan
oleh dinas, badan, biro dan kantor baik internal maupun
eksternal;
perumusan penyusunan program dan
penyelenggaraan desentralisasi, tugas
dekonsentrasi;

g. penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan umum;
h. penyelenggaraan urusan dibidang kesejahteraan rakyat dan

kemasyarakatan; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

1.

Bagian Ketiga
Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Pasal12
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
dibidang pemerintahan, aparatur pemerintahan, bidang agama, adat
dan budaya, kesejahteraan sosial, Administrasi Wilayah dan Otonomi
Daerah serta fasilitasi urusan keagamaan.

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Biro Pemerintahan dan Kesra menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang

administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan,
administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah
serta dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penye1enggaraan
pemerintahn dan pembangunan dibidang administrasi
pemerintahan, dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang administrasi
pemerintahan, dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap
penye1enggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



Pasal14
Biro Pemerintahan dan Kesra terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah;
b. Bagian Otonomi Daerah; dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan dan
Administrasi Wilayah

Pasal15
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan,
administrasi wilayah pemerintahan, serta pe1aksanaan tata usaha
biro.

Pasal16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata

pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dibidang tata pemerintahan,

pemekaran dan penggabungan wilayah kecamatan, perubahan
nama, batas dan ibukota;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

d. pelaksanaan monitoring, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut
hasil evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
dari BupatijWalikota;

e. pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala
dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah KabupatenjKota;

f. pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar
Provinsi dan KabupatenjKota;

g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan
nama - nama geografi dan rupabumi;

h. pelaksanaan tata usaha biro; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa117
Untuk mendukung tugas Bagian Pemerintahan dan Administrasi
Wilayah maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai
berikut:
a. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
b. Sub Bagian Administrasi Wilayah, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha.



Pasal18
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
mempunyai rincian tugas :
a. Merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang tata
pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;

e. menYiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai
kode dan data wilayah kecamatan, Desa dan Kelurahan;

f. menYiapkan bahan fasilitasi pemekaran, penggabungan dan
penghapusan kecamatan;

g. menYiapkan bahan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan di
kabupaten/kota;

h. menYiapkan bahan koordinasi, monitoring, pelaporan dan
pembinaan perumusan kebijakan dan penyusunan laporan
Evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);

1. menYiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan PATENdi
Kabupaten/kota

J. menYiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang
dilaksanakan kabupatert / kota;

k. menYiapkan pedoman/bahan analisis data koordinasi, fasillitasi,
sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
kelembagaan pendapatan serta kekayaan desa/kelurahan;

1. menYiapkan bahan analisis data koordinasi, fasilitasi pembinaan
aparatur dan SDMpemerintahan desa/kelurahan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal19
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal16, Sub Bagian Administrasi Wilayah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan mempunyai rincian tugas:



kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

f.

m.

a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan Administrasi Wilayah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

b. membagi tugas
tanggung jawab
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menYiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan
dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah
pemerintahan, supervise, pembinaan dan sosialisasi pemberian
nama - nama geografis, toponimijrupabumi;

e. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi
pemerintahan antar Provinsi dan KabupatenjKota;
menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penegasan batas daerah, rupabumi unsur alami dan
unsur buatan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta laporan
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
pemerintahan mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;
menYiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

k. mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinetja dengan
cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;
me1aporkan pe1aksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

1.

1.

J.

Pasal20
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal16, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberlkan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
Biro serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;

e. menyiapkan bahan koordinasi arsipjlaporanjdata lain di
lingkungan Biro;

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara
perlengkapan Biro;

g. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;

h. rnenyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro
yang meliputi gaji pegawai, keuangan, peIjalanan Dinas serta
hak - hak keuangan lainnya;

1. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
dan laporan kineIja di lingkungan Biro;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
tnendatang;

p. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberlkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perlntah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Otonomi Daerah

Pasa121
Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan di
bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD, Laporan
Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah dan Sinkronisasi Drusan
Pemerlntahan Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan Penataan
Daerah.

Pasa122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan rencana dan program pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan bagian otonomi daerah;
b. pelaksanaanjmenyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan

pengawasan bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan
DPRD, Evaluasi KineIja dan Sinkronisasi Drusan Pemerlntahan
Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan Penataan Daerah;



c. pelaksanaan petunjuk teknis bidang Administrasi Aparatur
Kepala Daerah dan DPRD, Evaluasi Kinerja dan Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan
Penataan Daerah;

d. penyelenggaraan sosialisasi, konsultasi, fasilitasi, monitoring dan
evaluasi bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD,
Evaluasi Kinerja dan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah,
Hubungan AntarLembaga dan Penataan Daerah.

e. penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah Provinsi dan
KabupatenjKota; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya

Pasal23
Untuk mendukung tugas Bagian Otonomi Daerah maka dibentuk sub
bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD;
b. sub Bagian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dan

Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah; dan
c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Penataan Daerah.

Pasal24
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan
DPRDmempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang peresmian
pemberhentian dan pengangkatan Pimpinanj Anggota DPRD
KabupatenjKota hasH pemilihan umum serta peresmian
pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Pimpinanj Anggota DPRDKabupatenjKota;

e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

f. mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan
PimpinanjAnggota DPRDProvinsi hasH pemilihan umum;

g. mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan
Pengganti Antar Waktu PimpinanjAnggota DPRD Provinsi kepada
Menteri Dalam Negeri;

h. membuat rekomendasi lZln ke luar negeri bagi Kepala
DaerahjWakil Kepala Daerah, Pimpinanj Anggota DPRD Provinsi
dan Kabupaten j Kota;
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1. menyiapkan / verlfikasi administrasi usul pengangkatan
pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan/ Anggota DPRD;

j. menyiapkan bahan laporan peresmian pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan/ Anggota DPRD;

k. menyiapkan pelaksanaan pelantikan Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota;

1. mengusulkan cuti kampanye Gubernur dan Wakil Gubemur serta
menyiapkan cuti kampanye Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil
Walikota;

m. mengusulkan pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberlkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perlntah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal25
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Sub Bagian Laporan Penye1enggaran Pemerlntahan Daerah
Dan Sinkronisasi Urusan Pemerlntah Daerah mempunyai rlncian
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberlkan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mertyiapkart hallart/ peturtjuk pelaksartaart pertyUsurtart Laporart
Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah;

e. menyusun dan menyampaikan Laporan Penye1enggaran
Pemerlntahan Daerah;

f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah

g. melaksanakan Fasilitasi dan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Pemetaan Urusan
Pemerlntahan Daerah;

1. melaksanakan Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriterla Urusan Pemerlntahan;



J. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas betjalan dengan lancar.

Pasal26
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Penataan
Daerah mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar peketjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. membuat konsep Keputusan Gubernur tentang OPD penanggung
jawab Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo;

e. memfasilitasi rapat/pertemuan kunjungan keIja yang menjadi
tanggungjawab Biro Pemerintahan dan Kesra;

f. memfasilitasi pelantikan Kepala Instansi Vertikal;
g. menyiapkan pelaksanaan Hari Otonomi Daerah di Provinsi

Gorontalo;
h. menyiapkan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo;
1. memfasilitasi dan menyiapkan administrasi pembentukan Daerah

Otonom Baru (DOB);
J. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas betjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal27
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraaan kegiatan bidang keagamaan, adat dan budaya
serta kesejahteraan sosial.



Pasal28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keagamaan, adat

dan budaya serta bidang kesejahteraan sosial;
c. penyiapan bahan perumusan koordinasi bidang keagamaan, adat

dan budaya serta bidang kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan

evaluasi bidang keagamaan, adat dan budaya serta bidang
kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal29
Untuk mendukung tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Keagamaan;
b. Sub Bagian Adat dan Budaya; dan
c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

Pasal30
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Sub Bagian Keagamaan mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan keagamaan berdasarkan Rencana

kegiatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
keagamaan;

e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
keagamaan;

f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan
serta evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Musabaqah
Tilawatil Qur'an;

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring
penyelenggaraan embarkasi haji antara;

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelengaraan hari-hari
besar keagamaan;

1. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring
penyelenggaraan pembinaan pelayanan keagamaan;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;



k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal31
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Sub Bagian Adat dan Budaya mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan pengembangan, pelestarian dan

pelaksanaan adat dan budaya berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk ke1ancaran peiaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menYiapkan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan, pelestarian dan pelaksanaan adat dan budaya;

e. menYiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
pengembangan, pelestarian dan pelaksanaan adat dan budaya;

f. menYiapkan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, pembinaan,
pendampingan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan bidang
pengembangan, pelestarian dan pelaksanaan adat dan budaya;

g. menYiapkan pengumpulan data, pengolahan data dan informasi
bidang pengembangan dan pelestarian adat dan budaya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal32
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian
tugas:
a. menyusun rencana/ program kerja dibidang pendidikan,

kesehatan dan ketahanan keluarga, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta bidang tenaga kerja,
transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dibidang
pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang
tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;

e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan program
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ketahanan
keluarga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta bidang tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan
masyarakat;

k. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan tugas dibidang
pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang
tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;

1. mengevaluasi pe1aksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 33
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
dibidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-
undangan, bantuan hukum, pemajuan Hak Asasi Manusia,
dokumentasi dan informasi hukum, kelembagaan, tata laksana,
analisis jabatan, administrasi pelayanan publik serta peningkatan
kinerja organisasi.

Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan

hukum;
b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum baik yang

bersifat pengaturan (regeling)maupun penetapan (beschikking)
c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan

hukum kepada semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi;



d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
serta penyuluhan hukum;

e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
organisasi, analisis jabatan, pelayanan publik serta peningkatan
kineIja organisasi;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kelembagaan;

g. ketatalaksanaan, analisis jabatan, pelayanan publik serta
akuntabilitas kineIja;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dibidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisis jabatan, pelayanan publik serta
peningkatan kineIja organisasi ;

i. pelaksanaan bantuan sengketa hukum dan perjanjian kerjasama;
j. pelaksanaan pembinaan PPNSdan hak asasi manusia;
k. pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, rumah tangga,

administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan
administrasi perlengkapan dan aset lingkup biro; dan

1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal35
Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari :
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Bagian Organisasi; dan
c. Bagian Bantuan Hukum.

Paragraf 1
. Bagian Peraturan Perundang-undangan

Pasal36
Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi perumusan penyusunan produk hukum
provinsi baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan
(beschikking), pengkajian produk hukum serta pengundangannya dan
mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah provinsi dan
kabupatenjkota serta sosialisasi, publikasi dan dokumentasi
informasi hukum.

Pasal37
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat

pengaturan (regeling);
c. pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat

penetapan (beschikking);
d. pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan

pengkajian produk hukum;



e. pelaksanaan penerbitan dan/ atau pengundangan produk hukum;
f. pelaksanakan koordinasi, penyusunan dan pengkajian produk

hukum daerah;
g. pelaksanaan koordinasi, mengolah dan mengkaji bahan/data

dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan hukum,
pengembangan, pemantauan dan pelayanan sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum;

h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan produk
hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan

1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal38
Untuk mendukung tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan
maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan

Pengkajian Produk Hukum; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

Pasal39
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan produk hukum

penetapan dan Pengkajian Produk Hukum berdasarkan Rencana
Operasional penyusunan produk hukum penetapan dan
Pengkajiart Produk Hukum dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian penyusunan produk hukum penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub
Bagian penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian
Produk Hukum setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memfasilitasi dan Menginventarisir usul nomenklatur rancangan
peraturan daerah yang diajukan atas inisatif pamerintah daerah
berdasarkan pengajuan perangkat daerah untuk mengetahui
jumlah rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan dalam
program pembetukan daerah;

e. menYiapkan bahan atas usulan rancangan peraturan daerah dan
Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh perangkat daerah
pemrakarsa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai dasar
pertimbangan pembahasan Rancangan peraturan daerah dan
Peraturan Gubernur;
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f. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan peraturan
daerah dan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan agar
penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan perundang-undangan;

g. menyiapkan draf final rancangan Peraturan Daerah berdasarkan
hasil rapat pembahasan agar dapat ditetapkan sesuai
mekanisme;

h. menyiapkan draf final rancangan Rancangan Peraturan Gubernur
berdasarkan hasil rapat pembahasan agar dapat ditetapkan
sesuai mekanisme;

1. memeriksa Laporan hasil kegiatan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pertimbangan pimpinan;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian Produk
Hukum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian Produk
Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

Pasal40
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan produk hukum

penetapan dan Pengkajian Produk Hukum berdasarkan Rencana
Operasional penyusunan produk hukum penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pe1aksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian penyusunan produk hukum penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub
Bagian penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian
Produk Hukum setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. menYiapkan bahan atas usulan rancangan Keputusan Kepala
Daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah pemrakarsa
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan
pembahasan Rancangan Keputusan kepala Daerah;



e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Keputusan
Kepala Daerah berdasarkan usulan Perangkat Daerah agar
penetapan Keputusan Kepala Daerah seSUal ketentuan
perundang-undangan;

f. memberikan nomor register atas draf final penetapan Keputusan
kepala daerah berdasarkan hasil rapat pembahasan agar
Rancangan Keputusan dapat ditetapkan;

g. memeriksa Laporan hasil kegiatan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pertimbangan pimpinan;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian Produk
Hukum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian Produk
Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

Pasal41
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
mempunyai rindan tugas :
a. merencanakan kegiatan Sub. Bagian Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum berdasarkan Rencana Operasional Sub.
Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dan ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub.
Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan hukum berdasarkan
aturan yang berlaku dalam rangka penyebarluasan informasi
hukum dan meningkatkan sadar hukum;

e. mempublikasikan produk yang meliputi Perda, pergub,
keputusan gubernur, MoD, pks, Lakip, dan produk hukum
Kab/Kota berdasarkan produk hukum yang telah ditetapkan
dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada publik
dalam hal penerbitan produk hukum;

f. memeriksa Laporan hasil kegiatan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pertimbangan pimpinan;



g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub. Bagian
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja dimasa mendatang;

h. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub. Bagian
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
Rencana yang akan datang;dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

Paragraf2
Bagian Organisasi

Pasal42
Bagian Organisasi mempunyai tugas merencanakan,
mengoordinasikan dan mengevaluasi penataan organisasi,
penyusunan dan pengkajian analisis jabatan, pengembangan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja serta ketatalaksanaan.

Pasal43
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal42, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan bagian

organisasi;
b. pelaksanaan analisis penataan dan pengembangan kapasitas

Organisasi Perangkat Daerah;
c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring,

evaluasi, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan standar yang
ditetapkan di bidang organisasi;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumberdaya
dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan,
pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;

e. pelaksanaan analisis dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat
daerah sesuai ketentuan;

f. pengkoordinasian pengembangan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja;

g. pengkajian , penyusunan dan evaluasi sistem, prosedur dan
penerapan standar pelayanan publik di lingkungan pemerintah
provinsi dan kabupatenfkota; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal44
Untuk mendukung tugas Bagian Organisasi maka dibentuk sub
bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
c. Sub Bagian Tata Laksana.



Pasal45
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Sub Bagian Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
mempunyai rincian tugas :
a. mereneanakan kegiatan berdasarkan reneana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelanearan pelaksanaan
tugas;

e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lanear;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan reneana dan program bidang
kelembagaan dan analisis jabatan;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan;

g. melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah;
h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penyempurnaan
kelembagaan dan analisis jabat.a.n;

1. menyusun petunjuk pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis
dan evaluasi organisasi;

J. menyiapkan penyelenggaraan Rakor organisasi tingkat provinsi,
Kabupaten dan Kota;

k. menyelenggarakan pembinaan, pengkajian, dan fasilitasi analisis
jabatan, analisis beban kerja;

1. mengelola administrasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
m. memfasilitasi pelaksanaan kesekretariatan forum sekretaris
daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

o. menganalisis pelaporan kegiatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
pertimbangan pimpinan;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan eara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan reneana
yang akan datang; dan

r. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lanear.

Pasal46
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal43, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai rincian tugas:



a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas KineIja
berdasarkan Rencana Operasional Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Akuntabilitas KineIja;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub
Bagian Akuntabilitas KineIja setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan beIjalan tertib dan
lancar;

d. mengolah data kineIja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
penyusunan laporan kineIja agar diperoleh data kineIja yang
akurat dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);

e. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sesuai peraturan
dan petunjuk teknis yang berlaku agar laporan kineIja instansi
pemerintah dapat disusun tepat waktu, tepat format dan tepat
manfaatj peruntukan;

f. menyusun Dokumen PeIjanjian KineIja Gubernur berdasarkan
peraturan dan petunjuk teknis penyusunan yang berlaku sebagai
dasar penilaian keberhasilanjkegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasijpemerintah daerah dan sebagai dasar
pemberian penghargaan dan sanksi;

g. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Provinsi dan PeIjanjian KineIja Gubernur sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kineIja Pemerintah
Daerah Provinsi;

h. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
percepatan implementasi Sistem Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah pada seluruh perangkat daerah;

1. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia
dibidang akuntabilitas dan manajemen kineIja sesuai dengan
programjkegiatan yang telah ditetapkan untuk peningkatan
kapasitas sumber daya manUSla dibidang akuntabilitas dan
manajemen kineIja;

j. menyjapkan dokumen kineIja sebagian bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar pemberian akses
data dan informasi akuntabilitas kineIja beIjalan lancer;

k. melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Sistem
Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah Provinsi dan
KabupatenjKota sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga
sinergitas dalam pelaksanaan SAKIPKabupatenjKota dan untuk
meningkatkan implementasi SAKIPperangkat daerah Provinsi;

1. melaksanakan pemantauan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas
KineIja secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan
sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;



m. mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dengan
cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan
datang;dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal47
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal43, Sub Bagian Tata Laksana mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Tata Laksana
berdasarkan Rencana operasional kegiatan dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Tata Laksana;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Tata
Laksana setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar
dapat diketahui efektifitas dan kualitas SOP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah
tentang inovasi pelayanan publik berdasarkan Peraturan yang
berlaku agar terdatanya inovasi pelayanan publik untuk
diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik;

f. mengumpulkan dan menYiapkan serta mengolah penilaian
penerapan standar pelayanan, penerapan standar operasional
prosedur berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku
guna perbaikan kinerja pelayanan;

g. menyusun laporan standar pelayanan minimal provinsi
berdasarkan petunjuk teknis SPM sebagai bahan evaluasi agar
terselenggaranya standar pelayanan minimal yang efektif dan
efisien sesuai standar pelayanan yang diberlakukan;

h. memeriksa bahan penyusunan Rencana kegiatan sub bagian Tata
Laksana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan
pimpinan agar pimpinan dapat menyusun rencana kegiatan Sub
Bagian Tata Laksana;

1. melaksanakan pemantauan dibidang pelayanan publik pada
kegiatan sub bagian tata laksana secara priodik sesuai jadwal
yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;



J. mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Laksana dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

k. menganalisis dokumen Standar Operasional Prosedur kegiatan
Sub Bagian Tata Laksana sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
pertimbangan pimpinan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Laksana
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas pada sub Bagian Tata Laksana
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Bagian Bantuan Hukum

Pasal48
Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyelesaian
sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada
semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi, perumusan
perjanjian kerjasama, pemajuan hak asasi manusia dan pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil serta melaksanakan tata usaha biro.

Pasal49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan bagian

bantuan hukum dan administrasi;
b. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-
ufidangan~

c. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum
kepada semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi dalam
hubungan kedinasan;

d. pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka
pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

e. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian perumusan
perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak lain;

f. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemajuan hak asasi
manusia;

g. pelaksanaan pembinaan bagi aparatur penyidik pegawai negeri
sipil;

h. pelaksanaan tugas tata usaha Biro; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



hukum dan
dilingkungan

•....

Pasal50
Untuk mendukung tugas Bagian Bantuan Hukum maka dibentuk
sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Litigasi dan Non Litigasi;
b. Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Pembinaan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
c. Sub Bagian Kerja Sama dan Tata Usaha Biro.

Pasal51
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Sub Bagian Litigasi dan Non Litigasi mempunyai rincian
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian Litigasi dan
Non Litigasi;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa
hukum dan pertimbangan hukum;

f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

g. melakukan inventarisasi dan evaluasi data perkembangan
penanganan sengketa hukum;

h. melakukan koordinasi dan monitoring tindaklanjut penyelesaian
masalah sengketa hukum;

1. menyiapkan bahan penyelesaian bantuan
perlindungan hukum kepada semua un sur
Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan;

J. menyiapkan dan melaksanakan proses mediasi antar lembaga
penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertu1is sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.



Pasal52
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Pembinaan
PPNSmempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dalam
rangka pemajuan hak asasi manusia;

e. menyiapkan bahan perumusan program dibidangpemajuan hak
asasi manusia;

f. mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program
pemajuan hak asasi manusia dan pembinaan PPNS dalam
penegakan peraturan perundangan;

g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia dan pembinaan PPNS
dalam penegakan peraturan perundangan;

h. menyiapkan bahan penyusunan program dan koordinasi dengan
instansi terkait dalam proses pemajuan hak asasi manusia dan
pembinaan PPNSdalam penegakan peraturan perundangan;

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dalam
pemajuan hak asasi manusia dan Pembinaan PPNS dalam
penegakan peraturan perundangan;

J. menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya kejahatan
dan pelanggaran peraturan perundangan;

k. menyiapkan bahan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
setiap tindakan pelanggaran dari aparat Pemerintah;

1. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupatenj Kota;

m. menyiapkan bahan koordinasi peningkatan kapasitas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
KabupatenjKota;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.



Pasal53
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Sub Bagian Kerjasama Tata Usaha Biro mempunyai rincian
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pe1aksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun dan merumuskan panduan kerjasama antar
pemerintah daerah dengan pihak ketiga;

e. menyusun dan mengkaji rumusan perjanjian kerja sama;
f. mengolah, meneliti dan mengkaji bahan perumusan perjanjian

kerjasama yang disampaikan Perangkat Daerah dan atau pihak
ketiga;

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perjanjian kerja sama;

h. mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan
Rencana Strategi (Renstra), Rencana KeIja (Renja) dan Rencana
KeIja dan Anggaran (RKA)setiap Bagian pada Biro;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada
masing-masing bagian dan sub bagian dilingkungan biro;

j. mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat
menyurat dan kearsipan;

k. mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai;

1. mengelola administrasi umum dan perlengkapan dan
mengkoordinir pengelolaan keuangan dan aset;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

o. me1aksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancaf.

Bagian Kelima
Asisten Pembangunan

Pasal54
Asisten Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang,
perekonomian, infrastruktur dan sumber daya serta pembinaan dan
pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan
barangfjasa pemerintah daerah.



dan program
tugas Asisten

petunjuk teknis
pembantuan dan

Pasal55
Dalaln melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Asisten Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan
Pembangunan;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pembangunan;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
perekonomian, administrasi infrastruktur, percepatan penyerapan
anggaran, dan sumber daya serta pengadaan barangfjasa
pemerintah daerah;

e. pengkoordinasikan perumusan kebijakan program perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan oleh dinas,
badan dan biro;

f. perumusan penyusunan program dan
penyelenggaraan desentralisasi, tugas
dekonsentrasi;

g. penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian;
h. penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan;
1. penyelenggaraan urusan di bidang pengadaan barang/ jasa

pemerintah daerah;
J. penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpifiart

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Biro Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi

Pasal56
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi mempunyai tugas
melaksanakan urusan Sekretariat Daerah di bidang pengendalian
pembangunan dan ekonomi meliputi pengendalian pembangunan
dan pengendalian ekonomi daerah.

Pasal57
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi menyelenggarakan
fungsi:
a. pengkoordinasian kebijakan, pedoman, petunjuk teknis,

perundang-undangan, dan informasi hasil pelaksanaan program
pembangunan dan perekonomian daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barangfjasa berbasis
elektronik;
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c. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun
kabupaten/kota;

d. pembuatan analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan
anggaran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;

e. pengkoordinasian kebijakan, pengendalian dan pemantauan
kegiatan ekonomi daerah meliputi pengembangan sarana
ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam serta industri,
perdagangan dan jasa; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal58
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi terdiri dari:
a. Bagian Pengendalian Pembangunan;
b. Bagian Pengendalian Ekonomi; dan
c. Bagian Administrasi Biro.

Paragraf 1
Bagian Pengendalian Pembangunan

Pasal59
Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas membantu
Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam
melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap
program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/ APBN
baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Pasal60
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal59,
Bagian Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian pengendalian pembangunan;
b. pe1aksanaan pemantauan kegiatan pembangunan tahun beIjalan,

baik yang didanai oleh APBD, APBN dan dana lainnya baik
provinsi ttlaUpun kabupaten/kota;

c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan serta berkoordinasi
dengan instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/ kota;

d. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan
pembangunan yang didanai oleh APBN,APBD, dan dana lainnya
baik provinsi maupun kabupaten/kota;

e. pembuatann analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan
anggaran di tahun berikutnya; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan
fungsinya.



Pasal61
Untuk mendukung tugas Bagian Pengendalian Pembangunan maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD;
b. Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan; dan
c. Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD dan Tugas

Pembantuan Lintas KabupatenjKota.

Pasal62
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD
mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tafiggllng jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordi.nasikan penyusunan rencana program dan kegi.atan
bagian pengendalian pembangunan;

e. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan tahun
berjalan, baik yang didanai oleh APBD, APBNdan dana lOOnnya
baik provinsi maupun KabupatenjKota;

f. me1aksanakan evaluasi kegiatan pembangunan serta
berkoordinasi dengan instan si terkOOt book provinsi maupun
Kabupatenj Kota;

g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan
pembangunan yang didanOOoleh APBN,APBD, dan dana lainnya
bookProvinsi maupun KabupatenjKota;

h. membuat analisis hasH evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan
anggaran di tahun berikutnya;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbOOkankinerja dimasa
mendatang;

J. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas penunjang lOOnnyayang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuOOdengan perintah
tugas agar pe1aksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal63
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal60, Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan mempunyOOrincian tugas:



a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan
pembangunan yang dibiayai Dana APBN, Dekon, Tugas
Pembantuan dan sumber APBN lainnya setiap bulan dan
triwulan;

e. mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan yang
dibiayai Dana APBN, Dekon, Tugas Pembantuan dan sumber
APBNlainnya;

f. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat
serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak
pembangunan;

g. melaksanakan kegiatan edukasi dan pengendalian pembangunan
yang didanai Dana APBN,Dekon, Tugas Pembantuan dan sumber
APBNlainnya;

1. menyiapkan laporan hasH pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
Dana APBN, Dekon, Tugas Pembantuan dan sumber APBN
lainnya;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedut dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

h. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal64
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD dan
Tugas Pembantuan Lintas Kabupate/Kota mempunyai rindan tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
berjalan tertib dan lancar;



pengendaliandan

bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan
yang dibiayai Dana APBD setiap bulan dan

f.

d. menyiapkan
pembangunan
triwulan;

e. mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan yang dibiayai
Dana APBD;
melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat
serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak
pembangunan;

g. melaksanakan kegiatan pembinaan
pembangunan yang dibiayai Dana APBD;

h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
Dana APBD;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;
melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

1.

J.

Paragraf2
Bagian Pengendalian Ekonomi

Pasal65
Bagian Pengendalian Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi dan pengendalian kegiatan ekonomi.

Pasa166
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal65, Bagian Pengendalian Ekonomi mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian pengendalian ekonomi;
b. penyusunan bahan koordinasi dan pengendalian pengembangan

sarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, serta
irtdustri, perdagangan dan jasa;

c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi
daerah;dan

d. pe1aksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal67
Untuk mendukung tugas Bagian Bagian Pengendalian Ekonomi maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Sarana Ekonomi;
b. Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
c. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa.



Pasal68
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagOOmana dimaksud dalam
Pasal 66, Sub Bagian Sarana Ekonomi mempunyOOrincian tugas:
a. mereneanakan kegiatan Sub Bagian Sarana Ekonomi
berdasarkan Reneana kegiatan dan ketentuan yang berlaku
sebagOOpedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuOO dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelanearan pelaksanaan
tugas;

e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuOO
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lanear;

d. mengumpulkan bahan koordinasi, pengendalian, dan
pemantauan terhadap pengembangan usaha perkreditan dan
permodalan, perkoperasian serta pemberdayaan pengusaha keeil
dan menengah;

e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian,
dan pemantauan terhadap pengembangan usaha perhubungan,
telekomunikasi dan parlwisata;

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perekonomian dan
promosi daerah;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan eara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbOOkan kineIja dimasa
mendatang;

h. me1aporkan pelaksanaan tugas sesuOO dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Reneana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lOOnnyayang diberikan oleh
pimpinan book lisan maupun tertulis sesuOOdengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lanear.

Pasal69
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagOOmana dimaksud dalam
Pasal 66, Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam
rincian tugas:
a. mereneanakan kegiatan Sub Bagian Produksi Daerah dan
Sumber Daya Alam berdasarkan Reneana kegiatan dan ketentuan
yang berlaku sebagOOpedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuOO dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelanearan pelaksanaan
tugas;

e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuOO
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lanear;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian,
dan pemantauan terhadap pengembangan usaha penanganan
dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi dan sumber
daya alam lOOnnya;



e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

f. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

g. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal 70
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Industri, Perdagangan dan

Jasa berdasarkan Rencana kegiatan dan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancer menyusun program dan kegiatan sub
bagian sarana ekonomi;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian,
dan pemantauan perkembangan perusahaanjkemitraan, BUMD
dan BUMN;

e. menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan
perkembangan lembaga perbankan dan lembaga keuangan
lainnya;

f. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan koordinasi,
pengendalian, dan pemantauan perkembangan pemasaran dan
logistik Kabupaten j Kota;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

h. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Administrasi Biro

Pasal 71
Bagian Administrasi Biro mempunyai tugas membantu Kepala Biro
Pengendalian Pembangunan Ekonomi dalam menjalankan tugas-
tugas administrasi biro.



jasa
dan

pelayanan
keuangan

Pasal 72
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, Bagian Administrasi Biro menye1enggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian administrasi biro;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berbasis

elektronik dengan instansi terkait;
c. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan
administrasi pembangunan dan ekonomi;

d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan
administrasi perkantoran, kepegawaian,
barang/ perlengkapan inventaris biro;

e. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan realisasi program dan kegiatan biro
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunJang
pe1aksanaan tugas dan fungsi biro; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 73
Untuk mendukung tugas Bagian Administrasi Biro maka dibentuk
sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 74
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program
ketja biro;

e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)biro;

f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dokumen
pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)biro;



g. melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
biro;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal 75
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengelolah administrasi kearsipan dibidang kepegawaian;
e. merencanakan dan kebutuhan SDM;
f. mengelolah data dan kebutuhan pengembangan SDM secara

berkala;
g. mengembangkan inovasi dan optimalisasi pengolahan data

kepegawaian;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasa176
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;





c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan Sub bagian tata usaha
biro;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan
kearsipan;

f. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan biro;
g. melaksanakan pengelolaan barang inventaris biro;
h. me1aksanakan penge101aan administrasi kepegawaian dan

kesejahteraan pegawai;
1. mengelola administrasi umum dan perlengkapan lingkup biro;
J. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat

menyurat dan kearsipan;
k. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring pengelolaan

administrasi keuangan;
1. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
m. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan rencana kebutuhan

sarana, prasarana dan asetj perlengkapan kantor biro;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas betjalan dengan lancar.

Bagian Ketujuh
Biro Pengadaan

Pasal 77
Biro Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Sekretariat
Daerah yang meliputi perumusan, pembinaan, koordinasi dan
evaluasi di bidang pengadaan barangfjasa lingkup pemerintah
Provinsi Gorontalo.

Pasal 78
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
Biro Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b. perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan,

pelaporan dan analisis strategi penyelengaraan perencanaan
Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;

c. perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
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d. pembinaan teknis dan administrasi pemerintahan, pembangunan
dan sumber daya aparatur lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjsama dengan Unit
Layanan Pengadaan (ULP)yang berada di Kabupaten/Kota;

f. pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barangfjasa di Biro
Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau
indikasi penyimpangan kepada Gubemur melalui Sekretaris
Daerah;

g. penyusunan dan Pelaporan perkembangan atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa serta laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan biro pengadan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

h. pelaksanaan pembinaan dan inovasi pengembangan SDM,
teknologi di bidang pengadaan barang dan jasa;

1. perencanaan kebutuhan, kapasitas SDM serta mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja BP kepada
Gubemur melalui Sekretaris Daerah;

J. penugasan/ Penempatan/ Pemindahan anggota Pokja seSUal
dengan beban keIja masing-masing; dan

k. pengusulan star Pendukung BP sesuai kebutuhan.

Pasal 79
Biro Pengadaan terdiri dari:
a. Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi
b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
c. Bagian Administrasi dan Pengembangan SDM;

Paragraf 1
Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi

PasalBO
Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan pendampingan dalam penerapan regulasi,
perumusan strategi, kebijakan teknis serta melaksanakan
pengelolaan data dan penyebarluasan informasi pengadaan barang
dan jasa pemerintah

PasalBl
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal BO,
Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan perencanaan strategis dan

kebijakan teknis serta inovasi strategis dalam rangka optimalisasi
pengembangan mekanisme pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pendampingan dan penerapan regulasi;
c. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyebarluasan informasi

lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpliflkasi pelaksanaan
strategi dan kebijakan teknis, pendampingan dan penerapan
regulasi serta pengelolaan data dan penyebarluasan informasi
lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



Pasal82
Untuk mendukung tugas Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi
maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Pendampingan Dan Penerapan Regulasi;
b. Sub Bagian Kebijakan Teknis dan Pengembangan;
c. Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik Dan
Penyebarluasan Informasi.

Pasal83
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Sub Bagian Pendampingan Dan Penerapan Regulasi
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan dan melaksanakan pendampingan dan penerapan
tegulasi lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan pendampingan dalam upaya pemecahan masalah
pengadaan barang dan jasa yang dihadapi SKPD/ Satker
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penerapan
regulasi ke pemerintah pusat;

g. melaksanakan dan mengikuti sosialisasi penerapan regulasi baik
di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat kabupaten/lcota.

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal84
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Sub Bagian Kebijakan Teknis dan Pengembangan
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. merumuskan rencana pelaksanaan serta evaluasi strategi dan
kebijakan teknis lingkup pengadaan barang danjasa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan pendalaman terkait pembaharuan kebijakan teknis
PBJ sebagai pembanding dan informasi regulasi terbaru bagi
Pokja dan pejabat pelaksana kegiatan;

f. merumuskan kiat dan strategi pengembangan untuk
mengoptimalkan mekanisme dan proses pengadaan barang dan
jasa;

g. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan
penyusunan strategi dan kebijakan teknis ke pemerintah pusat
dan lintas lembaga di daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal85
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik Dan
Penyebarluasan Informasi mempunyai nndan tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. melaksanakan kebijakan mutu layanan sekretariat pengadaan
barang/jasa secara elektronik;

e. meningkatkan fasilitas informasi software dan hardware sesuai
kebutuhan;

f. memantau/memonitor seluruh SKPDuntuk memastikan operasi
layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi persyaratan;

g. mengkoordinasikan seluruh SKPD persiapan lelang secara on
line;

h. melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan
tentang layanan pengadaan barangfjasa elektronik;
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1. memfasilitasi dengan lembaga terkait bimbingan teknis peraturan
yang berlaku dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barangj Jasa Pemerintah;

J. memberikan pelatihanjtraining kepada Pengguna Sistem
Pengadaan Barangj Jasa secara Elektronik (PPK, Pokja ULP,
Pejabat Pengadaan dan penyedia barangjjasa);

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
Kebijakan Pengadaan barangj Jasa Pemerintah;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberlkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Layanan Pengadaan Barangj Jasa

Pasal86
Bagian Layanan Pengadaan BarangjJasa mempunyai tugas
menyiapkan prosedur, perangkat dan tahapan implementasi teknis
layanan pengadaan serta koordinasi teknis Pelaksanaan Pengadaan
barangj jasa.

Pasal87
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
Bagian Layanan Pengadaan Barangj Jasa menyelenggarakart fungsi :
a. perumusan tahapan perencanaan dan persiapan layanan

pengadaan barangjjasa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. penyiapan SOP berdasarkan bahan pedoman atau petunjuk teknis
layanan pengadaan barangjjasa;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan OPD
terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang
danjasa;

d. fasilitasi, layanan konsultasi teknis PBJ, evaluasi dan
pengendalian terhadap Pokja pengadaan BJ dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal88
Untuk mendukung tugas Bagian Layanan Pengadaan BarangjJasa
maka dibentuk sub bagian dengan penge1ompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
b. Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi;
c. Sub Bagian Pengadaan BarangjJasa Lainnya



pengadaan
peraturan

Pasal89
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan standar, pedoman atau petunjuk teknis layanan
pengadaan pekerjaan konstruksi;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan layanan
pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan
OPD terkait dalam rangka optimalisasi pengadaan Pekerjaan
Konstruksi;

g. melakukan pengelolaan dan layanan konsultasi terhadap pengelola
kegiatan dari OPD terkait pengadaan pekerjaan konstruksi;

h. menyiapkan laporan progres pelaksanaan pengadaan pekerjaan
konstruksi;

1. menyiapkan dan membuat laporan secara periodik mengenat
progres pengadaan pekerjaan konstruksi

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalarn rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah tugas
agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal90
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;



mengidentifikasi
kineIja dimasa

koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan
dalam rangka optimalisasi pengadaan jasa

d. menyiapkan standar, pedoman atau petunjuk teknis layanan
pengadaan jasa konsultansi;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan layanan pengadaan
jasa konsultansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. melaksanakan
OPD terkait
konsultansi;

g. melakukan pengelolaan dan layanan konsultasi terhadap pengelola
kegiatan dari OPD terkait pengadaan jasa konsultansi;

h. menyiapkan laporan progres pelaksanaan pengadaan jasa
konsultansi;

1. menyiapkan dan membuat laporan secara periodik mengenai
progres pengadaan jasa konsultansi;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah tugas
agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal91
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan standar, pedoman atau petunjuk teknis layanan
pengadaan barang/jasa lainnya;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan layanan pengadaan
barang/jasa lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan
OPD terkait dalam rangka optimalisasi pengadaan barang/jasa
lainnya;

g. melakukan pengelolaan dan layanan konsultasi terhadap pengelola
kegiatan dari OPD terkait pengadaan barang/jasa lainnya;

h. menyiapkan laporan progres pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
lainnya;



1. menyiapkan dan membuat laporan secara periodik mengenai
progres pengadaan barangJjasa lainnya;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah tugas
agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Administrasi Biro

Pasal92
Bagian Administrasi Biro mempunyai tugas menjabarkan lebih lanjut
tugas Kepala Biro Pengadaan terkait dengan urusan tugas-tugas
administrasi dan kesekretariatan biro

Pasal93
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal92,
Bagian Administrasi Biro menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan sosialisasijbimbingan teknis peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait dengan administrasi pembangunan
dan ekonomi;

b. pelaksanaan urusan pelayanan jasa administrasi perkantoran,
kepegawaian, keuangan dan barang inventaris biro; dan

c. perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi
program dan kegiatan biro berdasarkan ketentuan yang berlaku
guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi biro.

Pasal94
Untuk mendukung tugas Bagian Administrasi Biro maka dibentuk
sub bagian dengan penge1ompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal95
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal93, Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatah dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;



d. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program
kerja biro;

e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)biro;

f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dokumen
pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerlntah (LAKIP), Laporan Tahunan, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerlntahan Daerah (LPPD)biro;

g. melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
biro;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberlkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perlntah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal96
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal93, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai rlncian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaart
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberlkan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menge101ahadministrasl kearsipan dibidang kepegawaian;
e. merencanakan kebutuhan SDM khususnya terkait pengadaan

barang dan jasa;
f. mengolalah data dan kebutuhan pengembangan SDM lingkup

Biro Pengadaan secara berkala;
g. melakukan proses dan tahapan pembentukan POKJA pengadaan

barang dan jasa;
h. mengembangkan inovasi dan optimalisasi pengolahan data

kepegawaian;
1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

J. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan



k. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Pasa197
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. Mengeloal administrasi surat menyurat dan kearsipan secara
umum;

e. mengelolah dan Mengendalikan administrasi keuangan biro;
f. mengelolah barang inventaris biro;
g. menginventarisir dan membuat daftar perencanaan kebutuhan

biro;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Bagian Kedelapan
Asisten Administrasi Umum

Pasal98
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait
dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan,
kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh
sekretariat daerah.

Pasal99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98,
Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian,
keuangan dan bidang umum;



petunjuk teknis
pembantuan dan

f.

m.

1.

b. pelaksanaan koordinasi penye1enggaraan tugas dan program
SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi
Umum;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai
dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan
masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, bidang
umum dan pengamanan;

e. pengkoordinasikan perumusan kebijakan program perencanaan
dan pe1aksanaan kegiatan bidang administrasi oleh dinas, badan,
biro dan kantor;
perumusan penyusunan program dan
penyelenggaraan desentralisasi, tugas
dekonsentrasi;

g. penyelenggaraan urusan di bidang administrasi kepegawaian;
h. penye1enggaraan urusan di bidang administrasi aset;

penyelenggaraan urusan dibidang administrasi keuangan;
J. penyelenggaraan urusan dibidang administrasi kearsipan;
k. penyelenggaraan urusan dibidang umum;
1. pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan administrasi
umum baik internal dan eksternal; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Biro Umum
Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan Administrasi,
Keuangan, Pelayanan dan Perlengkapan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 101
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal100,
Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pengelolaan administrasi umum dan

penatausahaan barang;
b. pengoordinasian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah n

hSekretarlat Daerah Provinsi Gorontalo;
c. pengoordinasian penyusunan program kebutuhan sarana kerja

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
d. penyelenggaraan pelayanan rumah tangga Gubernut, Wakil

Gubernur, dan Sekretarls Daerah serta pelayanan sarana
perkantoranj perlengkapan kerja di lingkungan SKPD Sekretarlat
Daerah Provinsi Gorontalo; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



Pasal102
Biro Umum terdiri dari :
a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Keuangan Sekretarlat Daerah; dan
c. Bagian Pelayanan dan Perlengkapan.

Paragraf 1
Bagian Administrasi

Pasal103
Bagian Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, ketatausahaan
Gubemur, Wakil Gubernur, Sekretarls Daerah dan Assisten serta
ketatausahaan Biro.

Pasal104
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal103,
Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Administrasi;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian SKPDSekretariat Daerah;
c. pengelolaan ketatausahaan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Sekretarls Daerah dan Assisten;
d. pengelolaan ketatausahaan Biro;
e. Pengoordinasian tugas-tugas operasional Biro; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal105
Untuk mendukung tugas Bagian Administrasi maka dibentuk sub
bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Kepegawaian Sekretarlat Daerah;
b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasai 106
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104, Sub Bagian Kepegawaian Sekretarlat Daerah mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian dan
menyiapkan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian;

e. mengkoordinasikan, mengumpulkan data dan bahan penyusunan
administrasi kepegawaian dan pengarsipan dokumen pegawai
dilingkup Sekretarlat Daerah dan Biro Umum;



f. menyiapkan dan memfasilitasi program pembinaan dan
pengembangan karler kepegawaian SKPD Sekretarlat Daerah dan
mengelola berkas usul pensiun;

g. mengelola usulan permintaan Kartu Kepegawaian (Karpeg),Kartu
Isteri (Karls), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pegawai
Negeri (Taspen) Kartu Asuransi Kesehatan (Askes) dilingkungan
Sekretariat Daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal107
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104, Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai rincian
tugas:
a. menyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretarls Daerah dan
Asisten;

b. melaksanaan administrasi kegiatan ketatausahaan Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretarls Daerah dan Asisten;

c. mengoordinasikan administrasi sekretarlat, Gubemur, Wakil
Gubernur, Sekretarls Daerah dan Asisten;

d. fasilitasi kerja Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretarls Daerah dan
Asisten dalam pelaksanaan tugas didaerah maupun keluar
daerah/luar negeri;

e. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian tata
usaha pimpinan; dan

f. melaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal108
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal104, Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Tata
Usaha Biro;



e. mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Biro, surat
menyurat dan kearsipan;

f. mengelola administrasi Kesejahteraan pegawai dilingkungan Biro;
g. mengelola administrasi umum;
h. melaksanakan pengelolaan barang inventaris biro;
1. mengelola administrasi umum dan perlengkapan lingkup biro;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Biro;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan .maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pasal109
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas
mengkoordinir penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, LAKIP, LPPD
dan menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan
kebijakan Kepala Daerah selaku PPKD serta menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan intern dan tahunan SKPD kepada
PPKD.

Pasal110
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana

kerja SKPD;
b. pengendalian pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan pajak-

pajak negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas
Daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga;

c. pengendalian pelaksanaan pembayaran SKPD yang membebani
APBD;

d. pengendalian penatausahaan pelaksanaan Anggaran SKPD;
e. penyelenggaraan pengarsipan bukti-bukti keuangan;
f. penyusunan analisa kinerja keuangan SKPDberdasarkan prinsip-

prinsip kewirausahaan;
g. membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang

dikuasakan kepada pengguna barang;
h. pembinaan pengelolaan keuangan dilingkungan SKPD

berdasarkan perundang-undangan;
1. pengumpulan indikator kinerja kegiatan dalam rencana kerja

tahunan dan rencana strategis SKPD serta ketentuan tentang
standar pelayanan minimal;



J. pengolahan data RKA - SKPD berdasarkan indikator kegiatan,
pagu anggaran defmitif, analisa standar belanja dan satuan biaya;

k. penyusunan dan penerbitan draft DPA-SKPD sesuai peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBDuntuk disahkan oleh PPKD;

1. persetujuan pengajuan usulan rencana penggeseran dan
perubahan anggaran dari kegiatan dala DPA-SKPDyang telah
disahkan PPKDuntuk mendapatkan persetujuan / penetapan oleh
PPKDdan atau Sekretaris Daerah dan atau DPRDmelalui PPKD;

m. persetujuan penetapan pajak daerah/retribusi daerah sebagai
penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala
daerah se1aku PKPKD;

n. persetujuan penyetoran penerimaan daerah oleh Bendahara
Penerima ke rekening kas daerah milik BUD dengan batas waktu
sesuai ketentuan yang berlaku;

o. persetujuan penyetoran penerimaan pajak - pajak negara atau
penerimaan pihak ketiga oleh Bendaraha Pengeluaran ke
rekening kas milik BUN atau rekening pihak ketiga yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

p. penetapan rencana arus kas dari seluruh kegiatan dalam DPA-
SKPD berdasarkan rencana operasional kegiatan dari kuasa
pengguna anggaran;

q. penetapan dan penyampaian permintaan SPD bulanan ke BUD;
r. persetujuan permintaan uang persediaan dan tambahan uang

persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran;
s. Persetujuan atau penolakan belanja yang membebani APBD

berdasarkan bukti - bukti dasar yang sah dari pihak ketiga sesuai
dengan surat permintaan pembayaran dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran seSUal pe1impahan
kewenangan dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan;

t. penerbitan dan penandatanganan SPM sesuai kewenangan yang
dilimpahkart oleh PKPKD;

u. penyampaian SPM beserta lampiran yang dipersyaratkan oleh
peraturan perundangan kepada BUD;

v. pembinaan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluran
berdasarkan kebijakan BUD;

w. penyelenggaraan penatausahaan penenmaan uang dan
pengeluaran uang;

x. penyusunan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan
pemerintah selaku entitas akuntansi;

y. penyelenggaraan arsip bukti - bukti pendukung keuangan yang
sah dan relevan;

z. penerbitan dan penyampaian laporan keuangan interim dan
laporan keuangan kepada PKPKD;

aa. penertiban dan rekonsiliasi laporan Realisasi Anggaran Bulanan
dengan Laporan Realisasi Anggaran PKPKD;



bb. penerbitan analisa kineIja keuangan SKPD berdasarkan The Best
Practise pengelolaan keuangan yang berwirausahaan;

cc. pelayanan Pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan
pelaksanaan APBD;

dd. rekonsiliasi kekayaan daerah antara catatan akuntansi kekayaan
daerah dalam laporan keuangan SKPD dengan penguasaan fisik,
kortdisi fisik, dan bukti - bukti kepemilikan;"dan

ee. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 111
Untuk mendukung tugas Bagian Keuangan Sekretariat Daerah maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Verifikasi; dan
c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 112
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal110, Sub Bagian Perencanaan mempunyai rindan tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang" diberikan agar
pekeIjaan beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan
Rencana Strategi (RENSTRA),Rencana KeIja (RENJA),Rencana
KeIja dan Anggaran (RKA),LAKIPdan LPPD;

e. menyiapkan kategori kegiatan sesuai dengan klasifikasi daftar
analisa standar biaya;

f. menghitung rancangan anggaran pendapatan darl PAD dalafii
RKA-SKPDberdasarkan potensi PADyang menjadi tugas pokok
dan fungsi SKPD serta menghitung rancangan anggaran
belanja dalam RKA-SKPDberdasarkan indikator kineIja dan
satuan biaya;

g. menyusunj menginput data dan menerbitkan draft RKA-SKPD;
h. menganalisis dan memberikan saran masukan tentang

pefigajliart lisulan rertcana petgeseranjperubahart anggatan
dari KPAjPPTK serta memperbaiki RKA-SKPD hasH
pembahasan dari TAPD dan DPRD dan atau persetujuan
pergeseranj perubahan anggaran dari PPKD atau Sekretaris
Daerah atau DPRD;

1. menyusunj menginput data dan menerbitkan draft formulir
DPA-SKPDserta menyusunjmenginput data dan menerbitkan
draft formulir rencana arus kas berdasarkan renCafia
operasional kegiatan dari KPAjPPTK;



J. menyusun dan menerbitkan draft surat permintaan SPD
bulanan berdasarkan permintaan KPAjPPTK;

k. menverifikasi kebutuhan uang persediaanjtambahan uang
persediaan dari SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran
atau PPTK;

1. menverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dari SPP yang
diterima, memverifikasi kebenaran perhitungan matematis dan
tata penulisan dari SPP yang diterima;

m. memverifikasi kebenaran hak tagih pihak ketiga dari SPP yang
diterima;

n. memverifikasi rencana penetapan perhitungan pajak
daerahjretribusi daerah, pemungutanjpemotongan pajak-
pajak negara, dan pemungutan kewajiban kepada pihak ketiga
lainnya;

o. memverifikasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan,
serta kesesuaian target kineIja dalam SPP dari KPAjPPTK;

p. memverifikasi permintaan uang muka keIjajpanjar oleh
bendahara pengeluaran;

q. memverifikasi pertanggungjawaban uang muka keIjaj panjar;
r. memantau penerbitan SPD bulanan dan menyusunjmenginput

data SPD bulanan dalam kartu pertgawasan pengendalian
anggaran;

s. membuat dan menyelenggarakan kartu pengawasan
pengendalian anggaran kegiatan berdasarkan bukti setoran
yang sah dari Bendahara Penerimaan, komitmen yang telah
dibuat, SPO, SPP, SPMdan SP2D;

t. memantau pemberian uang muka keIjajpanjar oleh Bendahara
Pengeluaran;

u. menyiapkan draft laporan realisasi pengawasan pengendalian
anggaran perkegiatan sesuai DPA-SKPD atau dokumen
perubahanj pergeseran lainnya berdasarkan kartu pengawasan
pengendalian anggaran;

v. menyelenggarakan arsip-arsip dokUfiiefl anggaran sesUm
ketentuan yang berlaku;

w. memberikan masukan the best practise penganggaran publik
dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha;

x. melakukan identifikasi awal tentang belanja yang akan
dikapitalisasi menjadi aset sebagai bagian dari kekayaan
daerah;

y. penerbitan draft rencana RKA-SKPDdan perubahannya;
z. penerbitan draft DPA-SKPDdan perubahannya;
aa. pengumpulan atas rencana operasional kegiatan dari

KPAjPPTKdan Penerbitan draft rencana arus kas SKPD dan
perubahannya;

bb. penerbitan draft SPD bulanan SKPD dan perubahannya dan
pemantauan persetujuan SPD bulanan oleh BUD;



cc. pemberian pertimbangan usulan rencana
pergeseran/perubahan anggaran;

dd. persetujuan atau penolakan atas ketersediaan anggaran,
kebenaran nomenklatur kegiatan, dan kesesuaian dengan
target dari indikator kinerja setiap SPP yang diajukan
PA/KPA/PPrK dan atas pertanggungjawaban uang muka
kerja/panjar;

ee. pemberian pertimbangan atas permintaan uang muka
kerja/panjar kepada pejabat tertentu/PPrK atau pihak
pelaksanaan lainnya yang akan dibayar oleh Bendahara
Pengeluaran;

ff. persetujuan atas perhitungan pemungutan/ pemotongan pajak-
pajak negara atau hak-hak pihak ketiga lainnya dalam SPP
atau dalam rencana pembayaran uang muka kerja/ panjar;

gg. pengendalian pengelolaan uang muka kerja/ panjar yang
dibayar Bendahara Pengeluaran;

hh. pemantauan surat setoran yang sah dari penerimaan PAD,
pajak negara, PNBP, penerimaan hak pihak ketiga ke rekening
kas daerah/ negara/ pihak ketiga;

11. penerbitan draft Laporan Realisasi Pengawasan dan
Pengendalian Anggaran Bulanan per Kegiatan;

JJ. penyelenggaraan arsip bukti-bukti pendukung anggaran;
kk. pemberian kajian tentang the best practise penganggaran dalam

penge10laan keuangan yang berwirausaha;
11. pengusulan belanja yang akan dikapitalisasi menjadi aset;
mm. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mertdatarig;

nn. me1aporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
Rencana yang akan datang; dan

00. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal 113
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal110, Sub Bagian Verifikasi mempunyai rindan tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan draft usulart KPA;



e. membantu membina PPTKjBendahara PenerimaanjBendahara
Pengeluaran;

f. menyusun kelengkapan persyaratan SPP dan ketetapan
pajakj retribusi;

g. menerima DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD,
membuat salinan, dan mendistribusikan salinan kepada pihak-
pihak tertentu;

h. memverifJ.kasi kebutuhan dari uang persediaanjtambahan
uang persediaan dari SPP yang diajukan Bendahara
Pengeluaran atau PPTK;

1. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dari SPP yang
diterima, memverifikasi kebenaran perhitungan matematis dan
tata penulisan dari SPP yang diterima serta memverifikasi
kebenaran hak tagih pihak ketiga dan SPPyang diteriIfia~

J. memverifikasi rencana penetapan perhitungan pajak
daerahjretribusi daerah, pemungutanjpemotongan pajak-
pajak negara dan pemungutan kewajiban kepada pihak ketiga
lainnya;

k. memverifikasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan,
serta kesesuaian target kinerja dalam SPP dari KPAjPPTKserta
memverifikasi permintaan uang muka kerjaj pmljar" oleh
Bendahara Pengeluaran;

1. memverifikasi pertanggungjawab uang muka kerjajpanjar dan
persetujuan atas perhitungan pemungutanj pemotongan pajak-
pajak negara atau hak-hak pihak ketiga lainnya dalam SPP
atau dalam rencana pembayaran uang muka kerja j panjar;

m. pengendalian pengelolaan uang muka kerjajpanjar yang
dibayar bendahara pengeluaran dan pernarttauan sur~Uset6fan
yang sah dari penerimaan PAD, pajak negara, PNBP,
penerimaan hak pihak ketiga ke rekening kas
daerahj negaraj pihak ketiga;

n. memberikan saran persetujuan atau penolakan SPP yang tidak
memenuhi seluruh hasil verifikasi serta menerbitkan draft
surat pengesahan pertanggungjawaban (SPTB) uang
mukaj panjar atau saran penolakan SPTB yang tidak
memenuhi se1uruh hasil verifikasi;

o. menerbitkan daftar penguji dan kelengkapan dokumen dari
SPM serta menerbitkan draft SPM atas SPP yang telah
memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi atau telah disahkan
SPTB-nya;

p. memantau penandatanganan SPMdan menyerahkan SPMyang
telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan beserta
dokumen lain yang disyaratkan kepada Bendahara
Pengeluaran serta menerima SP2D yang telah ditandatangani
oleh BUD, membuat salinan, dan mendistribusikan salinan
kepada pihak-pihak tertentu;



q. menyelenggarakan register SPP yang diterima, draft SPM, SPM
yang disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan, dan SP2D yang
telah ditandatangani oleh BUD;

r. melakukan pemeriksaan kas uang persediaanjtambahan uang
persediaan, penerimaan PAD, penerimaan pajak negara, dan
penerimaan pihak ketiga secara berkala yang dikuasai oleh
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan serta
mengendalikan penyetoran saldo uang persediaan oleh
Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran;

s. mengembangkan sistem dan prosedur penatausahaan
berdasarkan sistem pengendalian internal serta membuat
salinan dokumen perbendaharaan dan menyelenggarakan
arsip-arsip dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang
berlaku;

t. meneruskan copy asli SP2D asli dan lampiran aslinya ke sub
bagian akuntansi serta menerbitkan draft usulan KPA;

u. pembinaan penge10laan keuangan dalam hal tata cara
penerimaan dan pembayaran serta penatausahaannya di
lingkungan SKPD;

v. persetujuan dan penolakan atas kelengkapan lampiran
dokumen, kebenaran perhitungan matematis dan tata
penulisan, kebenaran hak tagih pihak ketiga dari setiap SPP
yang diajukan KPAjPPTK;

w. penerbitan draft SPTBdan penerbitan draft SPM;
x. pembinaan pengelolaan saldo uang persediaanjtambahan uang

persediaan, serta uang-uang yang dikuasai Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerbitan dan pemberian
pertimbangan atas permintaan uang persediaanjtambahan
uang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara
Penge1uaran;

y. penerbitan daftar penguji dan kelengkapan lain dari SPM;
z. pemberian kajian tentang the best practise perbendaharaan

dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha;
pp. penyelenggaraan arsip salinan bukti-bukti pendukung

perbendaharaan;
qq. mengevaluasi pe1aksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

IT. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
Rencana yang akan datang; dan

ss. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.



Pasal 114
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110, Sub Bagian Akuntansi mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
taflggung jawab masing'-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mencatat dan memasukkan saldo awal neraca ke dalam buku
besar dan buku besar pembantu SKPD sesuai dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun sebelumnya dan
mencatat aproriasi dan memasukkan pagu anggaran pendapatan
belanja dan pembiayaan ke dalam buku realisasi anggaran sesuai
DPA-SKPDtahun beIjalan yang telah disahkan oleh PPKD;

e. memperbaiki saldo awal neraca di buku besar berdasarkan
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sem mencatat
aproriasi dan memasukkan pagu anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan ke dalam buku realisasi anggaran sesuai
perubahan dan pergeseran anggaran DPA-SKPDtahun beIjalan
yang telah disahkan oleh PPKDdan atau disetujui DPRD;

f. menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan
PAD dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya dan
mempostirtg penerimaan PAD berdasarkan bukti penerimaan
yang sah;

g. memposting penyetoran PADberdasarkan bukti penyetoran yang
sah serta menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban
penenmaan PAD dari Bendahara Penerimaan beserta
lampirannya;

h. menerima dan meneliti SP2D dan SPM serta dokumen-dokumen
lain yang melampirkan khusus uang persediaan dan tafiibahart
uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;

i. memposting bukti penerimaan kas berdasarkan SP2D uang
persediaan dan tambahan uang persediaan serta menerima dan
meneliti SP2D, SPM, SPTB serta dokumen-dokumen lain yang
melampirinya;

J. memposting bukti belanja berdasarkan SP2D;
k. melakukan rekonsiliasi antara buku bank dan rekening koran
bulanan dan melakukan rekonsiliasi antara buku kas dan buku
penerimaan kas Bendahara Pengeluaran;

1. menerbitkan buku besar, buku pembantu, dan realisasi anggaran
sesuai standar akuntansi pemerintah secara bulanan dan
memposting jumal kololari dari belanja menjadi asset setiap
semester;



dimaksud dalam
menyelenggarakan

m. menerbitkan draft Laporan Keuangan Interim dan Laporan
Keuangan Tahunan;

n. menyelenggarakan arsip yang berhubungan dengan akuntansi
dan mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi
berdasarkan sistem pengendalian internal;

o. mencatat buku besar dan buku pembantu setiap jenis
pendapatan dan belanja;

p. mencatata buku realisasi anggaran per SKPD, per kegiatan, dan
per rincian objek belanja, dan per rincian objek pembiayaan;

q. menjurnalkan kololari dan penerbitan draft Laporan Keuangan
Interim dan Tahunan;

r. memberikan kajian tentang the best practise akuntansi sektor
pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha;

s. menyelenggarakan arsip bukti-bukti pendukung akuntafisi;
t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifJ.kasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

u. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

v. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Pelayanan dan Perlengkapan

Pasall15
Bagian Pelayanan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan
kebutuhan sarana rumah tangga dan kendaraan dinas Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretarls Daerah dan OPD Sekretarlat Daerah,
serta penatausahaan barang miiik daerah lingkup SKPD Sekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasall16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
Pasal 115, Bagian Pelayanan dan Perlengkapan
fungsi:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pe1aksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencanan program dan kegiatan Bagian Pe1ayanan dan
Perlengkapan;



e. melakukan pelayanan kebutuhan dan perawatan Kantor
Sekretariat Daerah, rumah jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, serta Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

f. melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta tamu Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah.

g. melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas untuk para
Asisten dan para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo.

h. mengkoordinir penyiapan bahan petunjuk teknis Penyusunan
Kebutuhan Barang Daerah, Pengadaan Barang Daerah,
Penyimpanan dan Distribusi, Pemeliharaan, Inventarisasi Barang
di lingkungan SKPDSekretariat Daerah;

i. membuat usulan penghapusanj pemindahtanganan barang milik
daerah pada SKPDSekretariat Daerah, Rumah Jabatan Gubernur
dan Wakil Gubernur serta Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Provinsi Gorontalo;

J. melaksanakan inventarisasi aset di lingkungan SKPD Sekretariat
Daerah, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

k. melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang milik
daerah di lingkungan SKPDSekretariat Daerah;

w. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Program
Bagian Pelayanan dan Perlengkapan; mengevaluasi pelaksanaan
tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

x. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rericana
yang akan datang; dan

y. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasall17
Untuk mendukung tugas Bagian Pelayanan dan Perlengkapan maka
dibentuk sub bagian dengan penge1ompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah; dan
c. Sub Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang.

Pasall18
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasall16, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub bagian Rumah.Tangga;

e. menYiapkan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga
Gtibemur, Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah;

f. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan, penggunaan
perlengkapan dan gedung Rumah Tangga Gubemur, Wakil
Gubemur dan Sekretaris Daerah;.

g. menYiapkan tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan,
pelayanan tamu dan keperluan lainnya yang dilaksanakan oleh
pimpinan di Rumah Jabatan;

h. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di rumah jabatan
pimpinan; mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja dimasa mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal119
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116, Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
D. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pe1aksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menYiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Sub
bagian Sarana dan Prasarana Sekretarlat Daetah;

e. merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan
prasarana serta melaksanakan pemenuhan fasilitas kegiatan
kenegaraanjresmi, kegiatan pimpinan dan kegiatan
kemasyarakatan lainnya;

f. menYiapkan data administrasi atas semua barang yang ada
dalam gudang;

g. rtienata dan menyimpan barang secara tertib, rapi dan aman;
h. menyiapkan data penyaluran barang kepada unit kerja

dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;



1. membuat laporan tentang keadaan penyaluranj distribusi barang;
J. menyusun rencana penggunaan kendaraan dinas dan kebutuhan

bahan bakar minyak (BBM)baik untuk kendaraan operasional
maupun BBMuntuk pelayanan tamu;

k. melakukan pengurusan kelengkapan surat-surat kendaraan
Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah, para Asisten
dan para Kepala Biro;

1. melakukan pemeliharaanj perbaikan alat kelengkapan dan
penggantian suku cadang kendaraan dinas Gubernur, Wakil
Gubernur serta sekretaris Daerah para Asisten dan para Kepala
Biro serta kendaraan dinas operasional lainnya di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar~

Pasal120
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasall16, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelartcaran pelaksanaaii
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan keglatan
Sub bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang;

e. menata dan mengadministrasikan barang milik daerah yang
belum dipergunakan maupun yang rusak berat secara tertib, rapi
dan aman;

f. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan
aset milik negaraj daerah dilingkungan Sekretariat Daerah dan
Rumah Jabatan Pimpinan;

g. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang
inventaris dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo:

h. melakukan pencatatan barang milik daerah yang diperbaiki
kedalam kartu pemeliharaan;

1. melaksanakan pemeliharaan aset milik negaraj daerah
dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;



J. menyiapkan usulan penghapusan barang/ asset milik Negara/
daerah yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo;

k. membuat laporan tentang keadaan penyimpanan barang/ asset
daerah;

1. menyelenggarakan administrasi mutasi aset dilingkungan
Sekretarlat Daerah dan Rumah Jabatan Pimpinan dengan tertib
dan rapi;

m. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada pada SKPD
Sekretarlat Daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan
lain yang sah kedalam kartu inventarls barang (KIB), kartu
Inventaris ruangan (KIR),Buku Inventaris (BI), dan buku induk
inventaris (BII)sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik
daerah~

p. membuat laporan tentang keadaan penyaluran barang secara
periodik;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

r. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku urttuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Bagian Kesepuluh
Biro Humas dan Protokoler

Pasal121
Biro Humas dan Protokoler mempunyai tugas mengumpulkan dan
menganalisa informasi untuk bahan' kebijakan pimpinan,
melaksanakan kemitraan media, pemberitaan, publikasi dokumentasi
kegiatan, dan mengatur pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121,
Biro Humas dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas peliputan serta

penyajian informasi dan publikasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan informasi dan publikasi;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi
pimpinan;'

d. mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan informasi dan publikasi;



menyelenggarakan koordinasi
dokumentasi, analisa dan

e. mengkoordinasikan dan melakukan kerjasama publikasi
kegiatan dengan media massa;

f. melaksanakan tugas juru bicara Gubemur dan Pemerintah
Provinsi Gorontalo;

g. menata serangkaian tahapan pengaturan dalam acara
kenegaraan dan atau acara resmi;

h. melaksanakan pengaturan kegiatan acara dan koordinasi
pelayanan tamu pimpinan;

1. memberikan informasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam
bentuk berita dan dokumentasi yang telah disetujui oleh
pimpinan kepada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo; dan

j. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal123
Biro Humas dan Protokol terdiri dari
a. Bagian Humas;
b. Bagian Protokol; dan
c. Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media.

Paragraf 1
Bagian Humas

Pasal124
Bagian Humas mempunyai tugas
pengumpulan informasi dan
penyebarluasan informasi.

Pasal 125
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124,
Bagian Humas menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Humas;
b. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan

program informasi dan publikasi;
c. pelaksanaan tugas dan program peliputan, penataan informasi

dan dokumentasi serta publikasi;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas editorial,

dokumentasi pemberitaan dan penerbitan;
e. pelaksanaan penjaringan dan analisis informasi/opini publik

sebagai bahan referensi untuk dipertimbangkafi;
f. pelaksanaan tugas juru bicara Gubemur dan Pemerintah

Provinsi;
g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 126
Untuk mendukung tugas Bagian Humas maka dibentuk sub bagian
dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Penyiaran dan Penjaringan Informasi;
b. Sub Bagian Peliputan dan Publikasi; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi Informasi Publik.



Pasal127
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125, Sub Bagian PenYiaran dan Penjaringan Informasi
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian penyiaran dan penjaringan informasi;

e. menjaring, menganalisa aspirasi masyarakat dan memantau
mengikuti perkembangan serta mengkaji informasi yang terbit di
media massa dan opini publik yang berkembang;

f. melaksanakan koordinasi dan menYiapkan bahan konfirmasi
tentang adanya berita, opini publik ataupun isu yang beredar
dalam masyarakat untuk direkomendasikan dan dijadikan bahan
tnasukan, saran, dan klarifikasi kepada pimpina.n;

g. menYiapkan bahan informasi berupa kliping berita di media cetak
dalam bentuk buku, penerbitan dan media informasi lainnya,
terhadap implementasi kebijakan pimpinan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan
referensi pimpinan;

h. menjalin komunikasi kehumasan dan sinergitas antara lembaga,
instansi, masyarakat, pers / media serta stakeholder lainnya di
provinsi/kabupaten/kota dalam rangka penYiaran dan
penjaringan informasi;

1. melaksanakan penjaringan, pelayanan informasi secara
proporsional dan profesional kepada publik atau pihak-pihak
yang berkompoten berupa kegiatan PPID;

J. membuka ruang publik dan memberikan pelayanan informasi
dalam bentuk wawancara, dialog interaktif, talkshow di berbagai
media, dan forum terkait lainnya;

k. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam
rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui Slaran
radio, televisi, dan media elektronik lainnya;

h. menyelenggarakan pelayanan informasi pembangunan,
kemasyarakatan, edukatif, inspiratif serta hiburan sesuai dengan
prinsip-prinsip penYiaran yang independent, netra!, mandiri,
transparan, serta profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik
dan kode etik penYiaran;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;



J. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal128
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125, Sub Bagian Peliputan dan Publikasi mempunyai rindan
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian Peliputan dan publikasi;

b. meliput kegiatan pimpinan Pemerintahan Provinsi Gorontalo
disegala bidang;

c. menghimpun dan membuat press realese kegiatan pimpinan;
d. menyiapkan dan merumuskan bahan informasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan
publikasi melalui media massa;

e. melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui media
massa elektronik dan media cetak dan media sosialj on line;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan mengkoordinasikan tugas-
tugas humas pada satuan kerja perangkat daerah yang ada dalam
lingkup pemerintah provinsi gorontalo;

g. mengumpulkan bahan referensi baik media cetak maupun
elektronik terhadap pemberitaan yang menimbulkan opini publik;

h. mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan peliputan media dan
wartawan;

d. membuat laporan kegiatan sub bagian peliputan dan
publikasi;

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

f. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

g. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.



Pasal129
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal125, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian dokumentasi informasi publik;

e. menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan
Pemerintah Provinsi dalam bentuk foto maupun audio visual;

f. menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto untuk
bahan pemberitaan;

g. mengolah bahan dokumentasi baik foto, video dan media internal
humas;

h. menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan
naskah-naskah pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah Provinsi;

h. menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan hasH
dokumentasi;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

J. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Protokol

Pasal130
Bagian protokol mempunyai tugas menyiapkan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan
keprotokolan, tata acara, pelayanan tamu dan agenda kegiatan
plmplnan.

Pasal131
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal130,
Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana. program dan

kegiatan keprotokolan;



keperluan yang
kelengkapan

b. penghimpunan dan Pengolahan data dan informasi dibidang
keprotokolan;

c. perumusan program dan standard operasional prosedur
keprotokolan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instan si lain
di bidang keprotokolan;

e. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan dan
acara pimpinan pemerintah provinsi;

f. pelaksanaan koordinasi acara penerimaan kunjungan tamu
VIPjVVIPdan tamu lainnya ke pemerintah provinsi;

g. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi
pemerintahj non pemerintah yang membutuhkan; dan

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal132
Untuk mendukung tugas Bagian Protokol maka dibentuk sub bagian
dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Tata Acara;
b. Sub Bagian Agenda Kegiatan Pimpinan; dan
c. Sub Bagian Pelayanan Tamu.

Pasal133
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal131, Sub Bagian Tata Acara mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pe1aksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program
kegiatan di sub bagian Tata Acara;

e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan
berkaitan dengan perlengkapan dan
acarajupacara baik resmi maupun kenegaraan;

f. pengaturan ruangan, tata tempat, tata upacara dan tata
penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan
berdasarkan ketentuan dan situasinya;

g. mengkoordinasikan persiapan dan gladi lapangan dalam acara
kenegaraan atau acara resmi;

h. penyiapan penyusunan bahan laporan pimpinan serta buku
panduan acarajupacara baik secara kenegaraan maupun resmi;

1. pelaksanaan koordinasi para ajudan pimpinan;
J. mengadministrasikan dan mendokumentasikan acara kegiatan

pimpinan dalam bentuk laporan kegiatan pimpinan secara
berkala;



k. mengkoordinasikan penyiapan tanda kenang-kenangan
(souvenir);

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal134
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131, Sub Bagian Agenda Kegiatan Pimpinan mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kegiatan
di sub bagian Agenda Kegiatan Pimpinan;

e. melakukan koordinasi dengan staf pimpinan dan SKPD terkait
rencana agenda kegiatan;

f. pengumpulan bahan penyusunan agenda kegiatan pimpinan
berdasarkan data dari penyelenggara atau SKPD yang terkait
dengan kegiatan;

g. menyusun dan mengagendakan rencana kegiatan pimpinan yang
telah disetujui untuk dihadiri dan didokumentasikan dalarn
bentuk tentative kegiatan;

h. menyiapkan dan memproses undangan yang ditujukan kepada
plmplnan;

i. melakukan koordinasi terkait pendistribusian dan pengiriman
undangan dan kehadiran pejabat yang diundang;

j. menghimpun dan memelihara data nama dan alamat para
pejabat dan para tokoh masyarakat yang dipandang perlu;

k. mengkoordinasikan undangan upacara rutin, senam, dan apel
di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan



n. melaksanakan tugas penunJang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal135
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal131, Sub Bagian Pelayanan Tamu mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
dibidang sub bagian pelayanan tamu;

e. mengkoordinasikan pengaturan penerimaan, akomodasi,
transportasi, pendampingan dan pengamanan bagi tamu
plmplnan;

f. pengaturan pertetimaan: tamu-tatnU-, bIDk tamu: daerali, tamu
negara, maupun tamu perwakilan negara-negara sahabat;

g. menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan
perjalanan dinas pimpinan;

o. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
II1endatang;

q. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

h. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media

Pasal136
Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan pengolahan data dan kerjasama media serta melakukan
urusan tata usaha biro.

Pasal 137
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal136,
Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media menyelenggarakan
fungsi:



a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Pengolahan
Data dan KeIjasama Media;

b. pelaksanaan dan Penyiapan petunjuk pelaksanaan pengumpulan
data dan evaluasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring data informasi program
pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan
umum baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari
masyarakat;

a. pengoordinasian pelayanan administrasi media massa dan media
lainnya;

b. pengoordinasian dan Pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan
media massa dan lembaga informasi lainnya;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal138
Untuk mendukung tugas Bagian Pengolahan Data dan KeIjasama
Media maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai
berikut:
a. Sub Bagian Pengolahan Data;
b. Sub Bagian KeIjasama Media; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 139
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal137, Sub Bagian Pengolahan data mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian pengolahan data;

e. mengendalikan penatausahaan hasH peliputan, dokumentasi dan
publikasi, penyiaran publik serta kegiatan pimpinan dan tamu
pimpinan;

f. melaksanakan pengumpulan, pengendalian dan pengelolaan
informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

g. mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)antar SKPD dalam
pengelolaan informasi;

h. melaksanakan pengelolaan data untuk kebutuhan informasi yang
bersumber dari SKPDdan lembaga-Iembaga terkait;

1. menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi dalam bentuk foto
dan video kegiatan Pimpinan atau Program Pemerintah Provinsi
Gorontalo;



J. melakukan pengumpulan data dan koordinasi bahan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra), Rencana KeIja Biro Humas dan
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

k. mengelola data RKA-SKPDberdasarkan indikator kegiatan, pagu
anggaran definitive, analisa standar belanja dan satuan biaya;

1. mengendalikan penatausahaan pelaksanaan anggaran lingkup
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal140
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal137, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub Bagian KeIjasama Media;

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan
kemitraan media massa dan lembaga informasi lainnya;

f. mengkoordinasikan pelayanan administrasi media massa dan
media lainnya;

g. menyiapkan bahan keIjasama dengan pengelola media massa;
h. mengkoordinasikan penyusunan PeIjanjian Kerja Sama baik

bersifat administratif maupun teknis dengan media massa dan
media lainnya;

1. melaksanakan dan mengkoordinasikan penatausahaan
administrasi keuangan keIjasama antar media;

J. melakukan kerja sama publikasi melalui media lainnya berupa
pemasangan billboard, banner, kalender tahunan, buku agenda,
spanduk dan baliho;

k. menjalin kemitraan yang adil dan proporsional dengan media
cetak dan media elektronik serta media on-line;

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keIjasama media;



m. membuat laporan kegiatan sub bagian kerjasama antar media;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pe1aksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal141
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal137, Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian Tata Usaha Biro;

e. menganalisa dan mengkoordinasikan bahan-bahan pelaporan
bulanan berupa Laporan Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah (LAKIP),Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD),dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

f. melaksanakan pengelolaan dan inventaris barang biro;
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat
menyurat dan kearsipan;

h. menetapkan pengurus dan pembantu pengurus barang milik
daerah;

1. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi
pegawai serta pengembangan kapasitas SDMAparatur;

J. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan;
k. melaksanakan penatausahaan pengelolaan dan
mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dengan instansi
terkait;

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Biro Humas
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

q. melaksanakan dan mengkoordinasikan penatausahaan
administrasi peIjalanan dinas lingkup Biro Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;



s. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Bagian Kesebelas
Staf Ahli
Pasal142

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal143
Staf Ahli Gubernur terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;

dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.

Pasal144
(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Gubernur terkait dengan bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik.

(2) Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap lSU-lSU

strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang
Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

(3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal145
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal146
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 145, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelornpok jabatan fungsional sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal147
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan
Sekretariat Daerah wajib menerapkan prlnsip koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Sekretarlat Daerah serta dengan
instansi lain di luar lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan
tugas masing-masing.

Pasal148
Setiap pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberlkan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal149
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dibantu oleh
bawahannya dan dalam rangka pemberlan bimbingan kepada
bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat secara
berkala.

Pasal150
Setiap pejabat di lingkungan Sekretarlat Daerah wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal151
Setiap laporan yang diterlma oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk
kepada bawahan.

BAB VII
ESELON,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal152
(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau

jabatan pimpinan tinggi madya.



provinsi, staf ahli gubernur
IIa atau jabatan pimpinan tinggi

(2) Asisten sekretaris daerah
merupakan jabatan eselon
pratama.

(3) Kepala biro sekretariat daerah provinsi merupakan
eselon lIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Kepala bagian merupakan jabatan eselon IlIa atau
administrator.

jabatan

jabatan

(5) Kepala subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan
pengawas.

Pasal153
(1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur.
(3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang
oleh Gubernur Gorontalo.

BABVIII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasal154
Bagan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gorontalo
bagian yang

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal155
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan bam dan diangkat pejabat bam berdasarkan Peraturan

Gubernur ini.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal156
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
KeIja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL: 4 DESEMBER 2017
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO

~JUBERNUR

AGIAN
HAN DATA

AGIAN
AHA BIRO

AGIAN
MAMEDIA

IAN
HAN DATA
RJASAMA
DIA

KEPALABIRO ..
HUMAS DAN
PROTOKOL

I I
BAG

- BAGIAN - BAGIAN PENGOLA
r--

HUMAS PROTOKOL DAN KE
ME

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
- PENYIARAN DAN - TATAACARA - SUBB

PENJARINGAN PENGOLA
INFORMASI

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBB- PELIPUTAN DAN - AGENDA KEGIATAN -
PUBLIKASI PIMPINAN KERJASA

SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBB
'-- DOKUMENTASI L-- PELAYANAN TAMU I-- TATA US

INFORMASI PUBLIK



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL: 4 DESEMBER 2017
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO

AGIAN
HAKASASI
DAN PPNS

AGIAN
AMADAN
USAHA

AGIAN
DAN NON
GASI

GIAN
NHUKUM

UM DAN ORGANISASI KEPALA BIRO
HUKUMDAN
ORGANISASI

I I
BAGIAN BAGIAN- PERATURAN - - BA

PERUNDANG-
ORGANISASI BANTUA

UNDANGAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBB
- PENYUSUNANPRODUK - KELEMBAGAAN DAN ---J LITIGASI

HUKUM PENGATURAN ANALISIS JABATAN LITI

SUBBAGIAN
PENYUSUNAN PRODUK SUB BAGIAN SUBB

- HUKUM PENETAPAN DAN - AKUNTABILITAS - PEMAJUAN
PENGKAJIAN PRODUK KINERJA MANUSIA

HUKUM

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBB
DOKUMENTASI DAN KERJA S- PENYULUHAN HUKUM I-- TATA LAKSANA '--

TATA

BIRO HUK



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 4 DESEMBER 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO

BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNANDAN EKONOMI

KEPALA BIRO
PENGENDALIAN I

PEMBANGUNAN DAN ;
EKONOMI

I I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN- - PENGENDALIAN , ~

PENGENDALIAN ADMINISTRASI BIRO
PEMBAN GU NAN EKONOMI

t

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
- PENGENDALIAN SARANA EKONOMI PROGRAM 1-

PEMBANGUNAN -
DANA APBD

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENGENDALIAN PRODUKSIDAERAH SUBBAGIAN

- PEMBANGUNAN DANA r-- PEMBINAAN DAN -
DAN SUMBER DAYAALAM

DEKON/TP PENGEMBANGAN SDM

SUBBAGIAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN- DANA APBD DAN TUGAS '-- INDUSTRI PERDAGANGAN TATA USAHAPEMBANTUAN LINTAS -DAN JASA

KAB/KOTA

\¥tUBERNUR /

j.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL: 4 DESEMBER 2017
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO

~UBERNU '

AGIAN
TANGGA

IAN
AN DAN
GKAPAN

AGIAN
A DAN
ASETDA

AGIAN
LAAN DAN
SAHAAN

RANG

KEPALA
BIRO
UMUM

I I
BAGIAN BAGIAN BAG

- - KEUANGAN - PELAYANADMINISTRASI
SETDA PERLEN. ,

SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUBB- KEPEGAW AlAN --- PERENCANAAN -
SETDA

RUMAH

SUB BAGIAN TATA SUBBAGIAN SUBB
- USAHA PIMPINAN - VERIFIKASI - SARAN

PRASAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBB
TATA USAHA BIRO AKUNTANSI PENGELO

'-- '-- L- PENATAU
BA



LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL: 4 DESEMBER 2017
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO

~~
. / RUSLI HABIBIE .

~UBERNU

I

ADAAN
I

KEPALA i

BIRO PENGADAAN

I I
BAGIAN BAGIAN

LAYANANPENGADAAN BAGIAN- KEBIJAKAN STRATEGI - - ADMINISTRASI BIRO
DAN INFORMASI BARANG / JASA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENDAMPINGAN DAN PENGADAAN PEKERJAAN SUB BAGIAN

- - KONSTRUKSI - PROGRAMPENERAPAN RUGULASI

SUBBAGIAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN- PENGEMBANGAN - PENGADAAN JASA KONSULTANSI ---' KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN SUB BAGIANSISTEM PENGADAAN SECARA
PENGADAAN BARANG/JASA SUB BAGIAN

L.....- ELEKTRONIK DAN L.....- - TATA USAHA
PENYEBARLUASAN INFORMASI LAINNYA

BIROPENG



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT

KEPALABIRO
PEMERINTAHAN DAN

KESRA

I I
BAGIAN BAGIAN

- PEMERINTAHAN - BAGIAN - KESEJAHTERAAN
ADMINISTRASI WILAYAH OTONOMI DAERAH RAKYAT

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN r-- ADMINISTRASI APARATUR - SUB BAGIAN- KEPALA DAERAH DAN KEAGAMAANKECAMATAN, DESA DAN
KELURAHAN DPRD

SUBBAGIAN
SUB BAGIAN LAPORAN PENYELENGGARAN SUB BAGIANADMINISTRASI WILAYAH - PEMERINTAHAN DAERAH DAN -

r-- SINKRONISASI URUSAN ADAT DAN BUDAYADEKONSENTRASI DAN PEMERINTAH DAERAH
TUGAS PEMBANTUAN

SUB BAGIAN
SUBBAGIANSUB BAGIAN HUBUNGAN ANTAR~ - ~ KESEJAHTERAANTATA USAHA LEMBAGA DAN PENATAAN

DAERAH SOSIAL

~GUBERNU

o..!..:. _


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083

